RENCANA AKSI
DINAS SOSIAL
TAHUN 2026

No. Uraian Indikator Target

TWI TWII TWIII TWIV

Visi : Pembangunan Gresik Maju yang berkelanjutan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi untuk Kesejahteraan Masyarakat

1 Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan yang berwawasan Indeks Inklusi (GEDSI)
kesetaraan gender, disabilitas dan inklusi sosial

1.1 Meningkatkan perlindungan sosial yang inklusif bagi seluruh Persentase Perlindungan Sosial untuk Kelompok Rentan
kelompok rentan

1.1.1  PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN  Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak
TINDAK KEKERASAN Kekerasan yang tertangani

1.1.1.1  Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Jumlah fasilitasi pemulangan Warga Negara Migran

titik debarkasi di daerah kabupaten/kota untuk dipulangkan ke Korban Tindak Kekerasan dalam dan luar negeri yang
desal/kelurahan asal dipulangkan dari titik debarkasi di daerah provinsi untuk
dipulangkan ke desa/kelurahan asal kewenangan
kabupaten/kota
1.1.1.1.1  Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan
Kekerasan Dalam dan Luar Negeri dari Titik Debarkasi di Daerah dalam dan luar negeri yang dipulangkan dari titik debarkasi
Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal di daerah provinsi untuk dipulangkan ke desa/kelurahan

asal kewenangan kabupaten/kota

a. Melaksanakan asesmen anak PMI Jumlah anak PMI yang mendapatkan layanan asesmen 4 1 0

1.1.2 PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN  Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak
TINDAK KEKERASAN Kekerasan dalam dan luar negeri yang mendapatkan
pelayanan pemulangan



No.

1.1.2.1

1.1.211

1.1.31

1.1.3.1.1

Uraian

Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari
titik debarkasi di daerah kabupaten/kota untuk dipulangkan ke
desa/kelurahan asal

Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak
Kekerasan Dalam dan Luar Negeri dari Titik Debarkasi di Daerah
Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal

a. Pemberian pembiayaan kebutuhan dasar bagi anak PMI dalam
LKSA

b. Pemulangan anak PMI dari titik embarkasi ke alamat asal orang
tua anak PMI

PROGRAM REHABILITASI SOSIAL

Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
(PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti
Sosial

Pemberian Layanan Kedaruratan

a. Penyediaan perlengkapan operasional untuk shelter (logistik dan

obat)

b. Penyediaan jasa penanganan sosial dan keamanan

Jumlah fasilitasi pemulangan Warga Negara Migran
Korban Tindak Kekerasan dalam dan luar negeri yang
dipulangkan dari titik debarkasi di daerah provinsi untuk
dipulangkan ke desa/kelurahan asal kewenangan

kabupaten/kota

Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan
dalam dan luar negeri yang dipulangkan dari titik debarkasi
di daerah provinsi untuk dipulangkan ke desa/kelurahan

Indikator

asal kewenangan kabupaten/kota

Jumlah anak PMI yang mendapatkan pembiayaan

kebutuhan dasar di LKSA

Jumlah anak PMI yang dipulangkan

Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial
(PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang

terpenuhi kebutuhan dasarnya

Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
(PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA diluar

panti sosial yang tertangani

Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kedaruratan

kewenangan kabupaten/kota

Jumlah PM yang memanfaatkan perlengkapan di shelter

Jumlah jasa penanganan sosial dan keamanan yang

diberikan

TWI

25

12

Target

TWII TWII
0 2
1 0
25 25
12 12

TWIV

25

18



No.

1.1.3.1.2

1.1.3.13

1.1.4.1

1.1.4.11

Uraian

Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial
a. Penjemputan dan layanan rehabilitasi sosial bagi Pemerlu Atensi
Sosial (PAS)

b. Pemulangan Pemerlu Atensi Sosial (PAS) hasil asesmen ke
daerah asal

Pemberian Layanan Rujukan

a. Pemberian layanan rujukan Pemerlu Atensi Sosial (PAS)

PROGRAM REHABILITASI SOSIAL

Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak
Terlantar, LanjutUsia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di
Luar Panti Sosial

Pemberian Bimbingan Sosial kepada KeluargaPenyandang

Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar,Lanjut Usia Terlantar, serta
Gelandangan Pengemisdan Masyarakat

a. Melaksanakan asesmen terhadap anak terlantar

b. Pemberian pembiayan kebutuhan dasar bagi anak terlantar di
LKSA

c. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi terkait mekanisme
adopsi

Indikator

Jumlah peserta bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial
kewenangan kabupaten/kota

Jumlah PAS yang mendapatkan layanan penjemputan dan
rehabilitasi sosial

Jumlah PAS yang dipulangkan ke daerah asal

Jumlah orang mendapatkan layanan rujukan kewenangan
kabupaten/kota

Jumlah PAS yang mendapatkan layanan rujukan ke RS

Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan
dasarnya

Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar,
lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis di luar
panti sosial yang tertangani

Jumlah peserta bimbingan sosial kepada keluarga
penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia
terlantar, serta gelandangan pengemis dan masyarakat
kewenangan kabupaten/kota

Jumlah anak terlantar yang mendapatkan layanan
asesmen

Jumlah anak terlantar yang mendapatkan pembiayaan
kebutuhan dasar di LKSA

Jumlah peserta rapat koordinasi dan sinkronisasi terkait
mekanisme adopsi

TWI

26

13

46

98

Target
TWII TWIII

20 20

7 5
21 20
12 15

6 7
40 0

TWIV

19

20

15



No.

1.1.5.1

1.1.5.1.1

1.1.6.1

Uraian

d. Pemberian bantuan sosial bagi anak yatim piatu

PROGRAM REHABILITASI SOSIAL

Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak
Terlantar, LanjutUsia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di
Luar Panti Sosial

Pemberian Bimbingan Sosial kepada KeluargaPenyandang

Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar,Lanjut Usia Terlantar, serta
Gelandangan Pengemisdan Masyarakat

a. Pemberian fasilitasi pembuatan dokumen kependudukan

b. Melaksanakan layanan penelusuran keluarga bagi gelandangan
pengemis

c. Pemberian layanan reunifikasi kepada gelandangan dan
pengemis

d. Pemberian layanan rujukan ke fasilitas kesehatan

PROGRAM PENANGANAN BENCANA

Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial
Kabupaten/Kota

Indikator

Jumlah anak yatim piatu yang mendapatkan bantuan
sosial

Persentase gelandang dan pengemis yang terpenuhi
kebutuhan dasarnya

Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar,
lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis di luar
panti sosial yang tertangani

Jumlah peserta bimbingan sosial kepada keluarga
penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia
terlantar, serta gelandangan pengemis dan masyarakat
kewenangan kabupaten/kota

Jumlah orang yang difasilitasi

Jumlah orang yang mendapatkan layanan penelusuran
keluarga

Jumlah orang yang mendapatkan layanan reunifikasi

Jumlah orang yang mendapatkan fasilitasi rujukan

Persentase korban bencana alam, sosial dan/atau non
alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan
setelah Tanggap Darurat Bencana

Persentase korban bencana alam, sosial dan/atau non
alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan
setelah Tanggap Darurat Bencana

TWI

443

15

15

26

Target
TWII TWIII
0 0
5 2
5 10
5 10
20 14

TWIV

10



No.

1.1.6.1.1

1.1.6.1.2

1.1.7.1

1.1.7.11

Uraian

Penyediaan Makanan

a. Pemberian bantuan permakanan bagi korban bencana

b. Pemberian bantuan sandang bagi korban bencana

c. Pemberian bantuan sembako bagi korban bencana

Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan

a. Memberikan fasilitasi pemulangan Orang Terlantar (OT)
b. Memberikan layanan pemulasaraan Mr.X

PROGRAM PENANGANAN BENCANA

Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial
Kabupaten/Kota

Pelayanan Dukungan Psikososial

a. Pemberian layanan dan edukasi bagi warga yang terdampak

bencana

PROGRAM PENANGANAN BENCANA

Indikator

Jumlah orang yang mendapatkan permakanan 3x1 hari
dalam masa tanggap darurat (pengungsian) kewenangan
kabupaten/kota

Jumlah korban bencana yang mendapatkan bantuan
permakanan

Jumlah korban bencana yang menerima bantuan sandang

Jumlah korban bencana yang mendapatkan program
sembako

Jumlah orang yang mendapatkan penanganan khusus
bagi kelompok rentan kewenangan kabupaten/kota

Jumlah OT yang terfasilitasi
Jumlah Mr.X yang terfasilitasi

Persentase korban bencana yang mendapatkan layanan
pemulihan sosial

Persentase korban bencana alam, sosial dan/atau non
alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan

setelah Tanggap Darurat Bencana

Jumlah korban bencana yang mendapatkan layanan
dukungan psikososial kewenangan kabupaten/kota

Jumlah orang yang mendapat layanan dan edukasi

Persentase masyarakat di daerah rawan bencana yang
meningkat kesiapsiagaannya

TWI

400

12

Target

TWII TWII
400 400
0 20
5 15
12 12
1 2
0 60

TWIV

400

20

20

13

50



No.

1.1.8.1

1.1.8.1.1

1.1.9.1

1.1.9.1.1

1.1.9.1.2

Uraian

Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap
Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota

Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana

a. Melaksanakan koordinasi dan sosialisasi bagi anggota Taruna
Siaga Bencana (TAGANA)

PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN

Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan
Nasional Kabupaten/Kota

a. Penataan taman di TMP

b. Memfasilitasi pemeliharaan TMP

¢. Monitoring dan evaluasi kebersihan TMP

Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota

a. Penyediaan perlengkapan pemeliharaan TMP

b. Monitoring dan evaluasi pemeliharaan TMP

c. Pembersihan rutin TMP

Indikator

Persentase Tagana yang terbina dan terfasilitasi

Jumlah orang yang melaksanakan koordinasi, sosialisasi
dan pelaksanaan Taruna Siaga Bencana kewenangan
kabupaten/kota

Jumlah anggota TAGANA yang melakukan koordinasi dan
sosialisasi

Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional yang
terkelola dengan baik

Jumlah Taman Makam Pahlawan yang terpelihara
Jumlah dokumen hasil rehabilitasi serta pemeliharaan
sarana dan prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional
kabupaten/kota

Jumlah TMP yang terfasilitasi penataan taman

Jumlah fasilitas yang dipenuhi

Jumlah TMP yang termonitoring

Jumlah makam yang terpenuhi pemeliharannya pada
Taman Makam Pahlawan kabupaten/kota

Jumlah perlengkapan yang dipenuhi
Jumlah TMP yang termonitoring

Jumlah TMP yang dibersihkan

Target
TWI TWII TWIII
48 48 48
1 0 0
0 2 1
4 0 2
7 0 0
2 6 6
7 7 7

TWIV

48



No.

1.1.10

1.1.10.1

1.1.10.1.1

1.1.10.1.2

1.1.10.1.3

1.1.10.2

1.1.10.2.1

Uraian

d. Penguatan kebutuhan dasar anggota LVRI dan DHC45
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

a. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi terkait perencanaan
program dan kegiatan

b. Melaksanakan forum perangkat daerah

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerjadan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD

a. Melaksanakan rapat koordinasi penyusunan Laporan Capaian
Realisasi Kinerja

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

a. Melaksanakan rapat koordinasi dan evaluasi kinerja

b. Melaksanakan monitoring dan evaluasi program kegiatan

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Penyediaan Gaiji dan Tunjangan ASN

Indikator Target

TWI TWII TWII

Jumlah kegiatan penguatan kebutuhan dasar yang 0 0 1
dilaksanakan

Persentase ketercapaian sasaran program OPD
Persentase tercapainya perencanaan, penganggaran dan
evaluasi kinerja

Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah

Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi yang 2 0 0
dilaksanakan

Jumlah forum perangkat daerah yang dilaksanakan 1 0 0
Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan

laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

JUmlah rapat koordinasi yang dilaksanakan 1 1 0

Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah
Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan 0 0 1

Jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi yang 1 0 0
dilaksanakan

Persentase fasilitasi administrasi keuangan ASN Dinsos

Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN

TWIV



No.

1.1.10.3

1.1.10.3.1

1.1.10.3.2

1.1.10.3.3

1.1.10.3.4

1.1.10.3.5

1.1.10.3.6

Uraian

a. Menyediakan gaji dan tunjangan bagi ASN
Administrasi Umum Perangkat Daerah

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/PeneranganBangunan
Kantor

a. Menyediakan komponen alat kelistrikan

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

a. Menyediakan peralatan dan perlengkapan kantor

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

a. Menyediakan peralatan rumah tangga
Penyediaan Bahan Logistik Kantor

a. Menyediakan logistik untuk kegiatan rapat internal

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

a. Memfasilitasi cetakan dan penggandaan

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

a. Memfasilitasi pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi

Indikator

JUmlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan
Persentase penyelesaian administrasi umum

Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor yang disediakan

Jumlah jenis alat kelistrikan yang disediakan

Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang
disediakan

Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang
disediakan

Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan
Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan
Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan
Jumlah rapat yang didukung oleh logistik kantor

Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang
disediakan

Jumlah paket fasilitasi cetakan dan penggandaan

Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan
konsultasi SKPD

JUmlah rapat koordinasi dan konsultasi yang terfasilitasi

TWI

29

Target
TWII TWIII
29 29
8 0
0 0
2 0
3 3
2 0
3 3

TWIV

29



No.

1.1.10.3.7

1.1.10.4

1.1.10.4.1

1.1.10.4.2

1.1.10.5

1.1.10.5.1

1.1.10.5.2

1.1.10.5.3

Uraian

Dukungan Pelaksanaan Sistem PemerintahanBerbasis Elektronik
pada SKPD

a. Melaksanakan rapat koordinasi dan monitoring evaluasi
pelaksanaan SPBE

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

a. Menyediakan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

a. Menyediakan jasa pelayanan umum kantor

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,dan Pajak
Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

a. Pemeliharaan kendaraan kantor
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
a. Pemeliharaan peralatan dan mesin kantor

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Indikator

TWI

Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

Jumlah rapat koordinasi dan monitoring evaluasi yang 0
dilaksanakan

Persentase tercukupinya jasa penunjang urusan
pemerintah daerah

Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik yang disediakan

Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya 3
air dan listrik

Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor
yang disediakan

Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang disediakan 26
Persentase pemeliharaan barang milik daerah

Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas

jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya

Jumlah kendaraan kantor yang dipelihara 2
Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara

Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara 0

Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang
dipelihara/direhabilitasi

Target
TWII TWIII
1 0
3 3
26 26
3 2
0 0

TWIV

26

35



No. Uraian

a. Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor

2 Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan yang berwawasan
kesetaraan gender, disabilitas dan inklusi sosial

2.1 Meningkatkan partisipasi aktif masyarakat serta penguatan
perlindungan sosial dan inklusi sosial bagi kelompok rentan dan
marginal

2.1.1  PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

21.1.1  Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar
2.1.1.1.1  Penjangkauan Anak-Anak Terlantar
a. Pemberian layanan respon kasus atas laporan dari masyarakat /
pekerja sosial
2.1.1.2 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
2.1.1.2.1 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga

a. Melaksanakan rapat koordinasi terkait calon PM bantuan sosial
dengan Kasi Kesra Desa

b. Penyaluran bantuan sosial DBHCHT

c. Melaksanakan rekonsiliasi hasil penyaluran bantuan sosial

Indikator Target

TWI TWII TWII

Jumlah gedung kantor yang dipelihara 0 0 0

Persentase Partisipasi Perlindungan Sosial oleh Keluarga
Miskin

Persentase keluarga miskin yang mendapatkan
perlindungan sosial sektoral

Persentase penerima manfaat yang diberikan
perlindungan dan jaminan sosial

Jumlah anak di panti asuhan yang mendapatkan manfaat

Jumlah anak-anak terlantar yang dijangkau kewenangan
kabupaten/kota

Jumlah layanan respon kasus yang dilaksanakan 2 5 5

Persentase pengelolaan data fakir miskin
Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang mendapatkan
bantuan sosial kesejahteraan keluarga kewenangan

kabupaten/kota

Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi 1 1 1

Jumlah PM yang mendapatkan bantuan sosial 0 0 3545

Jumlah rekonsiliasi yang dilaksanakan 0 0 0

TWIV

73



No.

2.1.21

21.211

21.22

21.2.21

2.1.31

21311

2132

Uraian

PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar

Penjangkauan Anak-Anak Terlantar

a. Pemberian bantuan alat tulis

b. Pemberian surat keterangan DTSEN untuk pendaftaran PIP

Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga

a. Pemberian surat keterangan DTSEN untuk urusan pendidikan

PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar

Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar

a. Pemberian layanan reaktivasi PBl JK dan pengaduan layanan
kesehatan

Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

Indikator

TWI

Persentase penerima manfaat yang diberikan
perlindungan dan jaminan sosial sektor pendidikan

Jumlah anak di panti asuhan yang mendapatkan manfaat

Jumlah anak-anak terlantar yang dijangkau kewenangan
kabupaten/kota

Jumlah anak yang mendapat bantuan alat tulis 0

Jumlah anak yang mendapatkan surat keterangan DTSEN 30
untuk pendaftaran program PIP

Presentase pengelolaan data fakir miskin
Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang mendapatkan
bantuan sosial kesejahteraan keluarga kewenangan

kabupaten/kota

Jumlah orang yang mendapatkan surat keterangan 2
DTSEN untuk urusan pendidikan

Persentase penerima manfaat yang diberikan
perlindungan dan jaminan sosial sektor kesehatan

Jumlah anak di panti asuhan yang mendapatkan manfaat

Jumlah anak-anak terlantar yang dijangkau kewenangan
kabupaten/kota

Jumlah anak yang mendapatkan layanan reaktivasi dan 5

pengaduan layanan kesehatan

Presentase pengelolaan data fakir miskin

Target

TWII TWII
5 45
30 30
2 3
5 5

TWIV

50

30



No.

2.1.3.21

2.1.41

21411

2142

21.4.21

2.1.5.1

21511

Uraian

Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga

a. Pemberian layanan reaktivasi PBI JK dan pengaduan layanan
kesehatan

PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar

Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar

a. Pemberian bantuan sembako bagi anak terlantar
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga

a. Melaksanakan monitoring dan evaluasi bantuan pangan

b. Pembuatan surat keterangan KPM BPNT
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar

Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar

Indikator

TWI

Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang mendapatkan
bantuan sosial kesejahteraan keluarga kewenangan
kabupaten/kota

Jumlah orang yang mendapatkan layanan reaktivasi dan 25
pengaduan layanan kesehatan

Persentase penyaluran perlindungan sosial sektor pangan
Jumlah anak di panti asuhan yang mendapatkan manfaat

Jumlah anak-anak terlantar yang dijangkau kewenangan
kabupaten/kota

Jumlah anak yang mendapatkan bantuan sembako 2
Presentase pengelolaan data fakir miskin

Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang mendapatkan

bantuan sosial kesejahteraan keluarga kewenangan

kabupaten/kota

Jumlah titik kecamatan yang dilaksanakan monitoring dan 0
evaluasi

Jumlah surat keterangan yang diterbitkan 2
Persentase penyaluran perlindungan sosial sektoral
Jumlah anak di panti asuhan yang mendapatkan manfaat

Jumlah anak-anak terlantar yang dijangkau kewenangan
kabupaten/kota

Target
TWII TWIII
25 25
8 10
18 18
5 5

TWIV

25

10

18



No.

2152

21521

2.1.6.1

21.6.1.1

21.6.1.2

Uraian

a. Pemberian layanan psikososial anak
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga

a. Pemberian surat keterangan DTSEN untuk pelatihan kerja

b. Pemberian bantuan sosial bagi KPM tergraduasi dari Dinas
Sosial Provinsi

PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL
Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah
Kabupaten/Kota

Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan
Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)

a. Pemberian tali asih LK3
b. Melaksanakan kegiatan LK3 Goes To School

Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial
Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota

a. Pelaksanaan bimbingan teknis Karang Taruna

Indikator

Jumlah anak yang mendapatkan layanan psikososial
Presentase pengelolaan data fakir miskin

Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang mendapatkan
bantuan sosial kesejahteraan keluarga kewenangan
kabupaten/kota

Jumlah surat keterangan yang diterbitkan

Jumlah KPM tergraduasi yang menerima bantuan
Presentase SDM Kesejahteraan Sosial yang memiliki

sertifikasi

Jumlah PSKS kewenangan kabupaten/kota yang
meningkat kapasitasnya

Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi

Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang mendapatkan
peningkatan kapasitas dan fasilitasi dalam penanganan
kasus kewenangan kabupaten/kota

Jumlah anggota LK3 yang terfasilitasi

Jumlah kegiatan LK3 Goes To School yang dilaksanakan

Jumlah lembaga kesejahteraan sosial yang meningkat
kapasitasnya kewenangan kabupaten/kota

Jumlah anggota Karang Taruna yang meningkat
kapasitasnya

TWI

13

Target
TWII TWIII
2 2
0 16
0 15
13 13
1 0
0 356

TWIV

13



No.

21613

21.71

Uraian

b. Pelaksanaan rapat kerja / koordinasi Karang Taruna
c. Sinkronisasi pilar-pilar sosial

d. Penyaluran bantuan sosial Marbot, Guru Ngaji dan Penjaga
Makam

e. Melaksanakan koordinasi, verifikasi dan validasi, rekonsiliasi,
dan evaluasi bantuan sosial

f. Melaksanakan kegiatan pendukung Sekolah Rakyat (Lama)
g. Melaksanakan kegiatan pendukung Sekolah Rakyat (Baru)

h. Pemberian bantuan sosial Marbot, Guru Ngaji dan Penjaga
Makam

Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial
Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota

a. Melaksanakan peningkatan kapasitas SDM Kesos

b. Pemberdayaan masyarakat rentan pasca pelatihan
ketenagakerjaan

PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL

Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah
Kabupaten/Kota

Indikator

Jumlah kegiatan yang dilaksanakan
Jumlah kegiatan yang dilaksanakan

Jumlah kegiatan simbolis penyaluran bantuan sosial yang
dilaksanakan

Jumlah kegiatan yang dilaksanakan

Jumlah kegiatan pendukung yang dilaksanakan
Jumlah kegiatan pendukung yang dilaksanakan

Jumlah Marbot, Guru Ngaji dan Penjaga Makam yang
terfasilitasi

Jumlah penyuluh sosial, penyuluh sosial masyarakat,
pekerja sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau
Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang meningkat
kapasitasnya

Jumlah SDM Kesos yang meningkat kapasitasnya

Jumlah masyarakat rentan yang mendapatkan
pemberdayaan

Presentase Pekerja Sosial / Tenaga Kesejahteraan Sosial
yang melaksanakan pelayanan sosial di dalam panti
rehabilitasi sosial

Jumlah PSKS kewenangan kabupaten/kota yang
meningkat kapasitasnya

TWI

9475

Target
TWII TWIII
1 0
2 1
0 0
2 0
4 4
9 5
0 0
40 0
0 40

TWIV



No. Uraian

2.1.7.1.1 Pembinaan Teknis Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan
Sosial Daerah Kabupaten/Kota
a. Pemberian tali asih TKSK
b. Pengembangan aplikasi Gresik Soya
2.1.8 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL
2.1.8.1 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah
Kabupaten/Kota

2.1.8.1.1 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial
Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota

a. Pemberian tali asih anggota Forum LKS
b. Melaksanakan bimbingan teknis akreditasi LKS
c. Melaksanakan perencanaan UPT LKS Lansia
2.2 Meningkatkan partisipasi aktif masyarakat serta penguatan
perlindungan sosial dan inklusi sosial bagi kelompok rentan dan
marginal
221 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
2.21.1 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak

Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di
Luar Panti Sosial

Indikator

Jumlah sumber daya manusia sumber kesejahteraan
sosial daerah kabupaten/kota yang mendapatkan
bimbingan teknis

Jumlah TKSK yang terfasilitasi

Jumlah kegiatan yang dilaksanakan

Presentase lembaga di bidang kesejahteraan sosial yang
terakreditasi dalam pelayanan sosial

Jumlah PSKS kewenangan kabupaten/kota yang
meningkat kapasitasnya

Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang meningkat
kapasitasnya kewenangan kabupaten/kota

Jumlah anggota Forum LKS yang terfasilitasi
Jumlah LKS yang mengikuti bimbingan teknis akreditasi

Jumlah kegiatan perencanaan UPT LKS Lansia yang
dilaksanakan

Persentase penyandang disabilitas yang mendapat
Program Perlindungan Sosial

Persentase penyandang disabilitas terlantar yang
terpenuhi kebutuhan dasarnya

Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar,
lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis di luar
panti sosial yang tertangani

TWI

44

85

Target
TWII TWIII
5 5
2 0
44 44
85 85
2 0

TWIV

44



No.

22111

22112

222

Uraian

Penyediaan Alat Bantu
a. Menerima pengaduan kebutuhan alat bantu oleh PAS kategori
disabilitas secara khusus atau katgeori lainnya secara umum

b. Melakukan asesmen berdasarkan setiap pengaduan yang
masuk

c. Menganalisa hasil asesmen dan melakukan pemetaan
pengajuan berdasarkan jenis dan urgensi kebutuhan PAS

d. Koordinasi dengan institusi pemberi alat bantu sesuai kebutuhan
PAS kategori disabilitas

e. Penyaluran alat bantu

Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar

a. Koordinasi dengan UPT Rehabsos tingkat Provinsi & Nasional
terkait ketersediaan program rehabilitasi beserta detail durasi serta
kuota peserta

b. Menerima pengaduan terkait kebutuhan rehabilitasi sosial
lanjutan untuk Anak Berkebutuhan Khusus dan/atau penyandang
disabilitas

c. Memberikan fasilitasi rujukan rehabilitasi sosial residensial dan
non-residensial berdasarkan kebutuhan dan hasil asesmen

PROGRAM REHABILITASI SOSIAL

Indikator

Jumlah orang yang mendapatkan alat bantu dan alat bantu
peraga sesuai kebutuhan kewenangan kabupaten/kota

Jumlah pengaduan kebutuhan alat bantu yang diterima

Jumlah PAS yang diasesmen

Jumlah hasil asesmen dianalisa dan dipetakan proyeksi

sumber dana realisasi kebutuhan rehabilitasi sosialnya

Jumlah kuota realisasi pemberian bantuan alat bantu
berdasarkan tiap sumber realisasi

Jumlah PAS kategori disabilitas penerima alat bantu
Jumlah orang yang mendapatkan akses ke layanan
pendidikan dan kesehatan dasar kewenangan
kabupaten/kota

Jumlah kuota layanan pendidikan dan kesehatan dasar

yang tersedia untuk PAS Kategori disabilitas

Jumlah pengaduan PAS kategori disabilitas yang
membutuhkan rehabilitasi sosial lanjutan

Jumlah PAS kategori disabilitas penerima fasilitasi rujukan
rehabilitasi sosial lanjutan

Indeks Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas

TWI

20

20

20

Target

TWII

20

20

20

20

20

TWII

20

20

20

TWIV

20

20

20

20

20



No.

2.2.21

22211

22212

Uraian

Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak
Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di
Luar Panti Sosial

Penyediaan Alat Bantu
a. Menerima pengaduan kebutuhan alat bantu oleh PAS kategori
disabilitas secara khusus atau katgeori lainnya secara umum

b. Melakukan asesmen berdasarkan setiap pengaduan yang
masuk

c. Menganalisa hasil asesmen dan melakukan pemetaan
pengajuan berdasarkan jenis dan urgensi kebutuhan PAS

d. Koordinasi dengan institusi pemberi alat bantu sesuai kebutuhan
PAS kategori disabilitas

e. Penyaluran alat bantu

Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar

a. Koordinasi dengan UPT Rehabsos tingkat Provinsi & Nasional
terkait ketersediaan program rehabilitasi beserta detail durasi serta
kuota peserta

b. Menerima pengaduan terkait kebutuhan rehabilitasi sosial
lanjutan untuk Anak Berkebutuhan Khusus dan/atau penyandang
disabilitas

Indikator

Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar,
lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis di luar
panti sosial yang tertangani

Jumlah orang yang mendapatkan alat bantu dan alat bantu

peraga sesuai kebutuhan kewenangan kabupaten/kota

Jumlah pengaduan kebutuhan alat bantu yang diterima

Jumlah PAS diasesmen

Jumlah hasil asesmen dianalisa dan dipetakan proyeksi

sumber dana realisasi kebutuhan rehabilitasi sosialnya

Jumlah kuota realisasi pemberian bantuan alat bantu
berdasarkan tiap sumber realisasi

Jumlah PAS kategori disabilitas penerima alat bantu
Jumlah orang yang mendapatkan akses ke layanan
pendidikan dan kesehatan dasar kewenangan
kabupaten/kota

Jumlah kuota layanan pendidikan dan kesehatan dasar

yang tersedia untuk PAS Kategori Disabilitas

Jumlah pengaduan PAS kategori disabilitas yang
membutuhkan rehabilitasi sosial lanjutan

TWI

20

20

20

Target
TWII TWIII

20 20
20 20
20 20
20 0
20 0

5 5

5 5

TWIV

20

20

20

20

20



No.

23

2.31

2311

23.1.11

Uraian

c. Memberikan fasilitasi rujukan rehabilitasi sosial residensial dan
non-residensial berdasarkan kebutuhan dan hasil asesmen

Meningkatkan partisipasi aktif masyarakat serta penguatan
perlindungan sosial dan inklusi sosial bagi kelompok rentan dan
marginal

PROGRAM REHABILITASI SOSIAL

Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak

Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di

Luar Panti Sosial

Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial

a. Penerimaan laporan pengaduan lansia terlantar

b. Koordinasi penjemputan dan pemulangan lansia terlantar

c. Pemberian layanan penjemputan dan pemulangan lansia

terlantar

d. Sosialisasi program BEKALKU lansia terlantar

e. Melaksanakan Program BEKALKU lansia terlantar

f. Penyediaan perlengkapan operasional untuk panti jompo

Indikator

TWI

Jumlah PAS kategori disabilitas penerima fasilitasi rujukan 5
rehabilitasi sosial lanjutan

Persentase Lansia Miskin yang mendapat Program
Perlindungan Sosial

Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan
dasarnya

Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar,
lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis di luar

panti sosial yang tertangani

Jumlah peserta bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial
kewenangan kabupaten/kota

Jumlah laporan pengaduan lansia terlantar yang 20
ditindaklanjuti

Jumlah koordinasi yang dilaksanakan untuk proses 10
penjemputan dan pemulangan lansia terlantar

Jumlah lansia terlantar yang direunifikasi 10
Jumlah peserta rapat sosialisasi BEKALKU (Permakanan 0
Bagi Lansia Tunggal)

Jumlah lansia terlantar yang menerima program BEKALKU 0
(Permakanan Bagi Lansia Tunggal)

Jumlah orang yang memanfaatkan perlengkapan panti 0
jompo

Target

TWII

10

20

40

TWII

10

40

TWIV

10

15



No.

231.1.2

23.2

2.3.21

23211

Uraian

Pemberian Layanan Rujukan

a. Sosialisasi pelayanan lansia di dalam panti

b. Perawatan lansia di dalam panti

PROGRAM REHABILITASI SOSIAL

Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak
Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di

Luar Panti Sosial

Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial

a. Penerimaan laporan pengaduan lansia terlantar

b. Koordinasi penjemputan dan pemulangan lansia terlantar

c. Pemberian layanan penjemputan dan pemulangan lansia

terlantar

d. Sosialisasi program BEKALKU lansia terlantar

e. Melaksanakan Program BEKALKU lansia terlantar

f. Penyediaan perlengkapan operasional untuk panti jompo

Indikator

Jumlah orang mendapatkan layanan rujukan kewenangan
kabupaten/kota

Jumlah peserta rapat sosialisasi pelayanan lansia di dalam
panti

Jumlah lansia yang mendapatkan layanan di dalam panti
Indeks Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia

Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar,
lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis di luar

panti sosial yang tertangani

Jumlah peserta bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial
kewenangan kabupaten/kota

Jumlah laporan pengaduan lansia terlantar yang
ditindaklanjuti

Jumlah koordinasi yang dilaksanakan untuk proses
penjemputan dan pemulangan lansia terlantar

Jumlah lansia terlantar yang direunifikasi
Jumlah peserta rapat sosialisasi BEKALKU (Permakanan
Bagi Lansia Tunggal)

Jumlah lansia terlantar yang menerima program BEKALKU
(Permakanan Bagi Lansia Tunggal)

Jumlah orang yang memanfaatkan perlengkapan panti
jompo

TWI

20

10

10

Target
TWII TWIII
40 0
7 7
10 10
2 2
2 2
20 0
40 40
0 0

TWIV

10

15



No.

23.21.2

Uraian

Pemberian Layanan Rujukan

a. Sosialisasi pelayanan lansia di dalam panti

b. Perawatan lansia di dalam panti

3  Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan yang berwawasan
kesetaraan gender, disabilitas dan inklusi sosial

3.1

3.1.11

3.1.1.1.1

3.1.21

Mewujudkan pengurangan ketimpangan

PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

a. Pelaksanaan pemutakhiran data bersama seluruh Kesra Desa

b. Pemutakhiran data fakir miskin yang telah diusulkan oleh

Desa/Kelurahan

PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

Indikator
TWI

Jumlah orang mendapatkan layanan rujukan kewenangan
kabupaten/kota
Jumlah peserta rapat sosialisasi pelayanan lansia di dalam 0
panti
Jumlah lansia yang mendapatkan layanan di dalam panti 7
Rasio gini
Persentase Desil 1-2 dibandingkan dengan jumlah
penduduk
Persentase desa dan kelurahan yang melaksanakan
pengelolaan dan pendataan fakir miskin
Persentase pengelolaan data fakir miskin
Jumlah fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota yang
didata
Jumlah Kesra Desa yang mengikuti kegiatan pemutakhiran 330
data
Jumlah data fakir miskin yang diusulkan pemutakhiran 3897

Persentase keluarga miskin dan rentan penerima
perlindungan sosial yang tergraduasi dari kemiskinan

Persentase pengelolaan data fakir miskin

Target
TWII TWIII
40 0
7 7
326 330
2000 2000

TWIV

2000



No.

3.1.2.1.1

Uraian

Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
a. Melaksanakan rapat updating data penduduk miskin di aplikasi
Gresik Soya

b. Melaksanakan validasi hasil input operator desa pada aplikasi
Gresik Soya untuk menjadi data fakir miskin

Indikator Target

TWI TWII TW I TWIV

Jumlah usulan penidaklayakan, usulan yang terverifikasi
dan tervalidasi, dan usulan perbaikan yang dilaksanakan

Jumlah rapat updating data yang telah dilaksanakan 0 1 1 0
Jumlah penduduk miskin dan sangat miskin yang 0 144025 0 140000
divalidasi dan disahkan melalui SK Bupati

Gresik, 2026
OSIAL KABUPATEN

a Tingkat 1
NIP. 197408252006042016



